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Pengangguran sampai saat ini masih menjadi problem krusial Pemerintah 
Indonesia. Tak dapat dipungkiri, masalah ini terjadi akibat tingginya pertumbuhan 
angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan kemampuan pemerintah untuk 
menyediakan lapangan pekerjaan. Kondisi ini akhirnya menjadi pemicu terjadinya 
mobilisasi tenaga kerja secara masal antar negara yang dilakukan oleh pemerintah 
untuk mengurangi angka pengangguran yang tinggi, dengan melaksakan program 
penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri. Namun banyaknya 
kasus TKI yang divonis hukuman mati di Luar Negeri, khususnya di negara Saudi 
Arabia menjadi problem tersendiri bagi Pemerintah Indonesia, sehingga membuat 
seluruh masyarakat Indonesia merasa geram dan menuntut pemerintah untuk lebih 
aktif memberikan perlindungan hukum kepada para TKI. Hal tersebut menjadi 
bukti nyata seolah pemerintah Indonesia belum maksimal dalam memberikan 
upaya perlindungan terhadap TKI yang bekerja di Saudi Arabia untuk terbebas 
dari jeratan hukuman mati. 
Dari permasalahan tersebut penulis menemukan dua rumusan masalah. 
Pertama, bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam memberikan 
perlindungan terhadap TKI terpidana mati di Saudi Arabia. Kedua, bagaimana 
tinjauan siyasah dauliyah dalam melihat upaya yang dilakukan Pemerintah 
Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap TKI di Saudi Arabia yang 
terkena vonis hukuman mati. Yang kemudian akan diteliti menggunakan jenis 
penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. 
Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat 
deskriptif analitik. 
Pada akhirnya, jika ditinjau dari Siyasah Dauliyah mengenai upaya 
perlindungan terhadap TKI terpidana mati di Saudi Arabia yang dilakukan 
Pemerintah Indonesia selama ini sudah sesuai dengan konsep siyasah dauliyah, 
akan tetapi dalam implementasinya memang sedikit kurang maksimal, terutama 
dalam hal kerjasama pembuatan kesepakatan mengenai perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia yang lebih spesifik terkait tenaga kerja yang teterkena 
permasalahan hukum. Diplomasi bilateral juga tidak bisa sepenuhnya menjadi 
upaya perlindungan karena disebabkan perbedaan hukum yang diterapkan oleh 
negara Saudi Arabia, dan mengharuskan adanya MoA (Momerandum Of 
Agreement) antara negara Indonesia dan Saudi Arabia. Secara umum peran 
Pemerintah Indonesia dalam melindungi WNI/TKI terpidana mati di luar negeri 
sudah sangat besar. Bahkan dalam upaya penyelamatan Tuti Tursilawati yang 
secara hukum di Saudi Arabia sudah inkrah keputusannya dan tidak bisa lagi 
dilakukan pemaafan baik oleh ahli waris maupun Raja, dari Pemerintah RI masih 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam 
penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri 
Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 
158/1997 dan 0543b/U/1987.    
I. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf latin Nama 
 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 ba‟ B Be ب
 ta‟ T Te ت
 (sa‟ S| es (dengan titik di atas ث
 Jim J Je ج
 (ha‟ H{ ha (dengan titik di bawah ح
 kha‟ Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 (Zal z| ze (dengan titik di atas ذ
 ra‟ R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es س
 Syin Sy es dan ye ش
 (Sad s} es (dengan titik di bawah ص
 (Dad d} de (dengan titik di bawah ض
 (ta‟ T} te (dengan titik di bawah ط
 (za‟ Z} zet (dengan titik di bawah ظ




 ain „ Koma terbalik di atas„ ع
 Gain G Ge غ
 fa‟ F Ef ؼ
 Qaf Q Qi ؽ
 Kaf K Ka ؾ
 Lam L „el ؿ
 Mim M „em ـ
 Nun N „en ف
 Waw W W ك
 ha‟ H Ha ق
 hamzah „ Apostrof ء
 ya‟ Y Ye ي
 
 
II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
 ditulis   Sunnah سنة
 ditulis   ‘illah علة
 
 
III. Ta’ Marbu>t{ah di akhir kata 
a. Bila dimatikan ditulis dengan h   
 ditulis   al-Mā’idah املائدة
   ditulis    Islāmiyyah اسالمية
 
(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 






Ditulis Muqāranah al-ma z||āhib 
 
IV. Vokal Pendek 
1. ----  َ ---- Fath}ah{   Ditulis a   
2. ----  َ ---- kasrah   ditulis   i   





V. Vokal Panjang  
1. fath}ah{ + alif Ditulis a> 
 Ditulis Istih{sân إستحساف 
2. Fath}ah{ + ya‟ mati Ditulis a> 
 <ditulis Uns\|a أنثى 
3. Kasrah + yā‟ mati ditulis i> 
لعلوانيا   ditulis al-‘Ālwānī 
4. D}ammah + wāwu mati ditulis u>   
 ditulis ‘Ulu>m علـو 
 
 
VI. Vokal Rangkap  
1. Fath}ah{ + ya‟ mati  
 غريهم
ditulis   
ditulis   
ai    
Gairihim 
2. Fath}ah{ + wawu mati    
 قول
ditulis     
ditulis    
au      
Qaul    
 
VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 
 أأنتم
ditulis   a’antum 
 أعدت
ditulis   u’iddat 
شكػرمت لئن  
ditulis   la’in syakartum 
 
VIII. Kata Sandang Alif +Lam 





ditulis   al-Qur’a>n   
 القياس
ditulis    al-Qiya>s   
 
b. Bila diikuti huruf  Syamsiyyah  ditulis dengan menggunakan huruf 





ditulis   ar-Risālah 
 النساء
ditulis   an-Nisā’ 
 
 
IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 
 الرأي أهل
ditulis   Ahl al-Ra’yi 
السنة أهل  
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A. Latar Belakang 
Indonesia merupakan salah satu negara yang mengirimkan tenaga 
kerjanya ke luar negeri dalam jumlah besar. Pengiriman tenaga kerja ke luar 
negeri ini juga menjadi salah satu sumber devisa yang potensial bagi 
pertumbuhan perekonomisan Indonesia. Saudi Arabia adalah salah satu negara 
favorit para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam mencari pekerjaan. 
Salah satu alasan para TKI lebih banyak yang memilih bekerja di Saudi Arabia 




Namun disisi lain program ini memunculkan masalah baru dengan 
kasus kekerasan yang menimpa TKI akibat pengguna jasa yang kurang 
menghormati dan menghargai hak-hak pekerja. Hal ini menjadi tantangan bagi 
pemerintah untuk meningkatkan kualitas TKI, kualitas penyelenggaraan 
program penempatan TKI, serta kualitas perlindungan hukum bagi TKI baik 
pada proses pemberangkatan, selama bekerja di luar negeri maupun setelah 
kembali ke tanah air.
2
 
                                                          
1
 http://www.bnp2TKI.go.id/stat_penempatan/indeks. Diakses pada 22 Februari 
2020. 
2
 Natasia Christy Wahyuni / JAI, “SBMI: TKI di Arab Saudi Rawan 
Eksploitasi”, https://www.beritasatu.com/dunia/519681/sbmi-tki-di-arab-saudi-rawan-




Adanya kasus TKI yang terkena pidana hukuman mati di Saudi Arabia 
menjadi bukti nyata seolah pemerintah indonesia belum maksimal dalam 
memberikan upaya perlindungan terhadap TKI yang bekerja di Saudi Arabia 
untuk terbebas dari jeratan hukman mati. Seperti contoh kasus yang menimpa 
Tuti Tursilawati yang berasal dari Majalengka Jawa Barat, dieksekusi mati di 
Saudi Arabia tanpa adanya pemberitahuan kepada pemeritah Indonesia pada 
tahun 2018 silam, yang pada dasarnya permohonan peninjauan kembali 
terhadap kasus Tuti sempat dikabulkan oleh pengadilan di Saudi Arabia. 
Pemerintah pun mengupayakan pembebasan terhadap Tuti, namun TKI asal 
Majalengka itu keburu dieksekusi.
3
 
Aspek perlindungan terhadap TKI di luar negeri memiliki keterkaitan 
dengan sistem pengelolaan dan pengaturan yang dilakukan oleh berbagai pihak 
yang terlibat pada pengiriman TKI ke luar negeri. Untuk langkah penempatan 
tenaga kerja di luar negeri, indonesia telah menetapkan mekanisme melalui tiga 
fase tanggung jawab penempatan, yakni fase pra-penempatan, selama 
penempatan dan pasca penempatan. Pengaturan tentang penempatan TKI ke 
luar negeri ada di Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan 
dan Perlidungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang kemudian diubah 




                                                          
3
 Tempo, “kronologi kasus TKI Tuti Tursilawati hingga dieksekusi mati” 
https://nasional.tempo.co/read/1141430/kronologi-kasus-tki-tuti-tursilawati-hingga-
dieksekusi-mati. Dikses pada 22 Februari 2020. 
4
 Darwan Print, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya 




Negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya 
yang bekerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri berdasarkan prinsip 
persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, 
anti diskriminasi dan anti perdagangan manusia. Dalam hal ini, penempatan 
TKI di Saudi Arabia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan 
kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan 
dan penghasilan yang layak, yang pelaksanannya tetap memperhatikan harkat, 
martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan 




Dasar negara yang digunakan Saudi Arabia sendiri mengindikasikan 
bahwa sistem politik yang diakui tidak mengadopsi hukum internasional, 
seperti dalam penerapan isu HAM dan gender, karena Saudi Arabia tidak ikut 
meratifikasi semua konvesi yang menyangkut dua isu tersebut.
6
 Akibatnya 
banyak kasus TKI di Saudi Arabia diselesaikan menurut wewenang pemerintah 
setempat dan posisi pemerintah Indonesia tidak bisa mengintrevensi keputusan 
yang mereka ambil. Masalah ini menjadi sangat menarik melihat nota 
kesepakatan yang sampai sekarang belum terumuskan dalam sebuah perjanjian 
dengan Saudi Arabia memunculkan masalah baru bagi pemerintah Indonesia 




 Aggani F, Kebijakan Pemeritah Indonesia tentang Perlindungan TKI dalam 
Pemenuhan Hak Dasar TKI di Luar Negeri. Studi Kasus: TKI di Arab Saudi, Tesis 




dalam mengambil kebijakan dalam penanganan perlindungan terutama 
terhadap TKI terpidana mati.
7
 
Lantas bagaimana upaya perlindungan pemerintah terhadap perlakuan 
yang dialami oleh para TKI terpidana mati di Saudi Arabia? Berdasarkan latar 
belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana permasalahan 
tersebut yang ditinjau dari teori siyasah dauliyah, yang mana dalam istilah 
Fiqih Siyasah hubungan politik luar negeri dibahas dalam Siyasah Dauliyah. 
Adapun yang dimaksud Siyasah Dauliyah adalah yang mengatur hubungan 
antar warga negara dan lembaga negara dari negara satu dengan warga negara 
dan lembaga negara yang lain.
8
 
Manusia mempunyai hak-hak kesamaan yang sama, untuk mewujudkan 
keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia dihadapan hukum. 
Kerjasama internasional sulit dilaksanakan apabila tidak ada di dalam 
kesedarajatan antar negara dan antar bangsa. Hak hidup, hak memiliki dan 
kehormatan manusia harus sama-sama dihormati dan dilindungi, satu-satunya 
ukuran kelebihan manusia terhadap manusia lainnya adalah ketakwaannya. 
Allah SWT di dalam Al-Qur’an surat An-Nahl (16) ayat 90 telah berfirman
9
: 
إن هللا ٌأمر بالعدل واإلحسان وإٌتاء ذي القربى وٌنهى عه الفحشاء والمنكر 
 والبغً ٌعظكم لعلكم تركرون
                                                          
7
 Fitri Insani, Upaya Indonesia Membebaskan Tenaga Kerja Indonesia 
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Jika dilihat dari konsep dasar Siyasah Dauliyah diatas, maka apa yang 
telah dilakukan pemerintah Saudi Arabia kepada TKI terpidana mati tidaklah 
sesuai dengan konsep Al-Musawah (persamaan), yaitu konsep yang menuntut 
adanya persamaan termasuk persamaan hak untuk hidup kepada setiap orang 
didalam konsep hubungan internasional yang dibangun dengan pemerintah 
Indonesia, karena telah menghilangkan nyawa seseorang tanpa adanya 
pemberitahuan dan tidak adan kejelasan dalam perjanjian yang dibangun 
dengan pemeritah Indonesia. Apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang 
tidaklah sesuai dengan kenyataan yang terjadi kepada TKI terpidana hukuman 
mati tersebut. Upaya pemerintah yang tidak optimal dalam memberikan 
perlindungan membuat seseorang kehilangan nyawa atas hukuman yang tidak 
disertai dampingan atau bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah 
Indonesia. 
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memutuskan untuk 
memuat penelitian karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “Upaya 
Pemerintah Indonesia dalam Melindungi TKI Terpidana Mati di Saudi 
Arabia Perspektif Siyasah Dauliyah” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 
permasalahan yang menarik untuk dianalisis, antara lain: 
1. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan 




2. Bagaimana tinjauan siyasah dauliyah dalam melihat upaya pemerintah 
Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap TKI terpidana 
mati? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan 
khususnya terhadap TKI terpidana mati di Saudi Arabia melalui Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia. 
b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan dari teori siyasah dauliyah 
sebagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi TKI 
terpidana mati di Saudi Arabia. 
2. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat 
bagi berbagai pihak, termasuk penulis sendiri. Adapun manfaat dari 
penelitian ini yaitu: 
a. Manfaat bagi Penulis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
pengetahuan dan wawasan khususnya bagi pribadi penulis dan umumnya 
bagi para pembaca agar lebih mengetahui mengenai upaya perlindungan 




kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan upaya diplomasi 
bilateral oleh kedua negara. 
b. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan 
Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, 
khususnya ilmu hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap 
TKI yang terpidana mati di Saudi Arabia berdasarkan peraturan yang 
dijelaskan dalam UU Nomor 18 Tahun 2017. 
c. Manfaat bagi Masyarakat 
Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 
masyarakat secara luas dan menambah wawasan mengenai bidang 
ketenagakerjaan, khususnya perlindungan TKI yang bekerja di Saudi 
Arabia. Selain itu juga sebagai informasi bagi masyarakat dan 
pengetahuan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman mengenai 
perlindungan terhadap TKI yang bekerja di Saudi Arabia berdasarkan 
peraturan perundangan yang berlaku ditinjau dari prespektif siyasah 
dauliyah. 
D. Telaah Pustaka 
Masalah mengenai TKI di luar negeri bukanlah suatu yang baru, begitu 
juga dengan kajian yang dilakukan mengenai perlindungan TKI dengan sederet 
permasalahannya. Cukup banyak tulisan ilmiah yang mengangkat tema terkait 
perlindungan TKI, karena masih menjadi topik pembahasan yang sampai saat 




luar negeri. Akan tetapi, untuk penelitian yang membahas perlindungan TKI 
terpidana mati diluar negeri yang lebih spesifik hanya di Saudi Arabia dan 
menggunakan teori siyasah dauliyah sendiri dapat dikatakan belum ada yang 
membahas, namun lebih kepada perlindungan TKI diluar negeri secara umum 
secara perundang-undangan dan kepada kebijakan diplomasi negeri. 
Diantaranya sebagai berikut: 
Salah satu karya ilmiah yang membahas kasus perlindungan TKI luar 
negeri adalah Fudianti Aggani dalam penelitiannya mengenai kebijakan 
pemerintah Indonesia tentang perlindungan TKI dalam pemenuhan hak dasar 
TKI di luar negeri menyatakan bahwa program penempatan TKI di Saudi 
Arabia menjadi sebuah prospek yang baik bagi pemerintah Indonesia, dimana 
solusi atas permasalahan pengangguran yang sangat tinggi jumlahnya di 
Indonesia serta keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Tetapi disisi 
lain, hal ini memunculkan permasalahan baru dengan berbagai kasus kekerasan 
yang menimpa TKI diakibatkan penggunaan jasa yang kurang menghargai hak-
hak pekerja. Pemerintah Indonesia tentunya menghadapi hambatan dalam 
merealisasikan perlindungan TKI di Saudi Arabia karena menganut dasar 
negara yang mengindikasi bahwa sistem politik yang diakui tidak mengadopsi 
hukum internasional, seperti halnya dalam penerapan isu Hak Asasi Manusia 
dan Gender, karena Saudi Arabia tidak meratifikasi konvensi yang berkaitan 
dengan kedua isu tersebut.
 10
 
                                                          
10
 Aggani F, “Kebijakan Pemeritah Indonesia tentang Perlindungan TKI dalam 
Pemenuhan Hak Dasar TKI di Luar Negeri. Studi Kasus: TKI di Arab Saudi”, Tesis 




Selanjutnya adalah skripsi karya Siti Lutfiati Rohimah yang berjudul 
“Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri 
Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” isi Skripsi Ini yang mana 
membahas tentang perlindungan hukum positif terhadap TKI, baik ketika 
masih Pra Penempatan sampai Pasca Penempatan. Kelebihan dari peneliti ialah 
membandingkan bagaimana perlindungan yang diberikan pemerintah 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan 
Perlindungan TKI di luar negeri dengan hukum islam.
11
 
Selanjutnya jurnal karya Arie Ryan Lumban Tobing yang berjudul 
“Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Jaminan Kesehatan 
Bagi TKI Saat di Negara Tujuan Bekerja (Studi terhadap Mantan TKI yang 
Bekerja di Hong Kong di Kabupaten Malang)” didalam jurnal ini dijelaskan 
tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap hak katas jaminan kesehatan 
bagi TKI asal Kabupaten Malang yang bekerja di Hong Kong. Hal yang 
menarik dalam jurnal ini adalah penjelasan tentang kesulitan-kesulitan yang 
dihadapi oleh para mantan TKI yang bekerja di Hong Kong dalam 
mendapatkan hak atas jaminan kesehatan. Adapun keunggulan dari tulisan ini 
adalah solusi yang diberikan untuk menghadapi kesulitan serta hambatan 
dalam memperoleh hak atas jaminan kesehatan.
12
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Selanjutnya adalah karya ilmiah yang membahas kasus perlindungan 
TKI di luar negeri yakni skripsi karya Fatwa Rizky Ananda yang berjudul 
“Perlindungan Pemerintah RI Terhadap TKI Terpidana Mati” didalam skripsi 
ini dijelaskan tentang bagaimana peran pemerintah dalam melindungi warga 
negaranya yang sedang terkena kasus hukuman mati. Skripsi ini masih bersifat 
umum karena tidak merujuk pada negara mana yang menjadi obyek kajian, 
hanya menjelaskan tentang pentingnya hubungan luar negeri dengan negara-
negara tujuan para TKI. Sehingga, ketika ada TKI yang bermasalah, 
pemerintah dapat membuat kebijakan dalam memberikan perlindungan kepada 
para TKI yang terpidana mati.
13
  
Yang terakhir adalah karya ilmiah yang membahas kasus-kasus 
perlindungan TKI di Saudi Arabia dan ditinjau dari perpektif siyasah dauliyah, 
yakni skripsi karya Nurul Hudaya yang berjudul “Kebijakan Pemerintah 
Indonesia dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia 
(TKI) di Saudi Arabia dalam Perspektif Siyasah Dauliyah” didalam skripsi ini 
dijelaskan tentang bagaimana peran pemerintah dalam melindungi TKI di 
Saudi Arabia dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat 
menuntaskan berbagai kasus yang terdapat di negara tersebut. Skripsi ini juga 
membedah masalah dengan menggunakan teori siyasah dauliyah, dan 
kelebihan pada skripsi ini juga menggunakan teori lain yaitu, teori Diplomasi 
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Bilateral. Hanya saja, skripsi ini masih membahas secara umum dari berbagai 
kasus di Saudi Arabia.
14
 
Perbedaan antara penelitian yang dilakukan penyusun dengan karya 
ilmiah sebelumnya, tampak pada obyek penelitiannya. Dimana dalam 
penelitian ini yang menjadi obyek penelitian oleh penulis adalah pembedahan 
lebih mendalam terhadap upaya pemeritah dalam memberikan perlidungan 
terhadap TKI terpidana mati di Saudi Arabia yang ditinjau dari perspektif 
siyasah dauliyah. 
E. Kerangka Teori 
Saudi Arabia merupakan negara islam yang dalam pemerintahannya 
menggunakan sistem hukum islam yang masih kental, dalam sistem 
pemerintahannya bersumber pada Al-Qur’an dan Hadits, sehingga hukum yang 
ada di Saudi Arabia dalam menangani persoalan tidak menggunakan hukum 
internasional dalam persoalan hubungan internasional. Sedangkan dalam 
negara Indonesia menganut sistem demokrasi sehingga dalam menangani 
persoalan yang terkait dalam hubungan internasional menganut pada hukum 
yang telah disepakati dari hukum internasional, yang mana dari kedua belah 
pihak negara harus mempunyai kesepakatan sebelum adanya putusan dari 
permasalahan sengketa yang ada. 
Keinginan ini dapat terlaksana dengan adanya perjanjian antar negara 
serta adanya adat kebiasaan masyarakat internasional. Semua itu tidak terlepas 
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dari adanya hubungan internasional antar negara. Dalam Islam ilmu yang 
mempelajari tentang hubungan suatu negara disebut dengan siyasah dauilyah. 
Dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang.
15
 
Sedangkan siyasah dauliyah bermakna sebagai kekuasaan kepada negara untuk 
mengatur negara dalam hubungan internasional, masalah teritorial, 
nasionalitas, ekstradisi, tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran 
negara asing dan akad timbal balik dengan kaum dzimmi.
16
 
Hukum islam tidak terbatas pada persoalan ibadah dan masalah agama, 
tapi juga mengatur hubungan antar negara, baik di waktu perang maupun di 
waktu damai, tidak serta merta fokus pada satu hal melainkan pada banyak hal. 
Terdapat pula pendirian badan internasional yang bertugas untuk 
menyelesaikan pertikaian antar bangsa, bahkan hukum islam mengatur lebih 
jauh daripada itu, karena islam meyerukan agar umat manusia yang berbeda 
suku, bangsa dan agama untuk menegakkan persaudaraan kemanusiaan secara 
meneluruh, sehingga dapat terwujud kehidupan yang aman dan saling 
menghargai antar sesama di muka bumi ini.
17
 
Di atas adalah gambaran penjelasan mengenai teori yang akan saya 
gunakan dalam penulian skripsi ini. Dengan demikian akan dijelaskan lebih 
spesifik lagi kaitannya tentang perlindungan TKI terpidana mati di Saudi 
Arabia, salah satu cara dalam menerapkan siyasah dauliyah yaitu tidak terlepas 
diplomasi sebagai perantara kedua belah pihak yang berkepentingan. 
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Diplomasi ini dilakukan untuk mencari penyelesaian kompromistis yang mana 
lebih mengutamakan pemilihan dengan cara-cara damai melalui negosiasi 
untuk mencapai tujuan agar saling menguntungkan daripada penghancuran 
total dari pihak-pihak yang bermusuhan.
18
 Untuk mencapai kepentingan 
bersama, pemerintah mengutus diplomat sebagai utusan dari negara Indonesia 
ke negara pemerintah duta Saudi Arabia untuk melobi dengan cara damai 
sehingga tidak terjadi percekcokan antar kedua belah pihak. Sebab jika tidak 
terjadi kesepakatan salah satu diantara keduanya maka itu artinya sepakat 
bahwa perang adalah kelanjutan dari diplomasi jika memang sudah tidak ada 
jalan lain lagi. Perang adalah jalan terakhir.
19
 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitiam yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian pustaka (library research), yaitu metode pengumpulan data-data 
tertulis, baik dari buku, jurnal, perundang-undangan dan data-data tertulis 
lainnya yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam 
penelitian ini. 
2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Deskriptif-analisis ini 
merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menguraikan dan 
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menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
20
 
Penelitian ini akan mejelaskan tentang upaya pemerintah Indoesia dalam 
memberikan perlidungan terhadap TKI terpidana mati di Saudi Arabia 
kemudian dianalisis dengan teori siyasah dauliyah kemudian 
diinterpretasikan dari data tersebut kemudian disimpulkan. 
3. Pendekatan Penelitian 
Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan normatif dan yang 
menjadi faktor fokus kajian dari penelitian ini yaitu upaya pemerintah dalam 
memberika perlindungan terhadap TKI terpidana mati di Saudi Arabia. 
Pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mendekati 
permasalahan dari segi hukum, kebijakan, norma kemudian buku-buku, 
jurnal, dan ketentuan perundang-undanganan yang telah ada referensinya 
dengan masalah yang akan diteliti. 
4. Tehnik Pengumpulan Data 
a. Data Primer 
Yakni berkaitan dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahn 
yang akan penulis teliti. Antara lain yang terdiri sebagai berikut: 
1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu pancasila; 
2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 
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3) UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran 
Indonesia; 
4) Kompilasi Hukum Islam; 
5) Berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan 
penulisan skripsi ini. 
b. Data Sekunder 
Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 
terhadap bahan hukum primer, seperti buku ketenagakerjaan, buku 
hukum perburuhan, hasil-hail penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, 
berita mengenai nasib TKI di Luar Negeri, serta pendapat para pakar 
hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini dan dikaitkan dengan 
teori siyasah dauliyah. 
5. Analisis Data 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data 
kualitatif, sehingga analisis yang dilakukan dalam penelitian ini 
menggunakan logika dedukatif, supaya dapat dicapai pemahaman yang 
konprehensif tentang perlindungan negara terhadap TKI terpidana mati di 
Saudi Arabia. 
G. Sistematika Pembahasan 
Agar mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis 
membagi secara sistematis pembahasan skripsi ini dalam 5 (Lima) bab. Kelima 




Bab I, berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi 
secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab; latar belakang masalah, 
pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, 
metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
Bab II, berisi Tinjauan Pustaka, dimana pada sub bab pertama 
membahas tinjauan hukum islam sesuai dengan teori yang akan digunakan 
dalam skripsi ini, yakni teori siyasah dauliyah, yang meliputi bahasan 
pengertian, sejarah, ruang lingkup, serta dasar-dasar siyasah dauliyah. 
Selanjutnya pada sub bab berikutnya membahas Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 17 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Migran di Luar 
Negeri yang didalamnya meliputi sejarah lahirnya, landasan filosofis, serta 
bentuk perlindungan pemerintah terhadap TKI dalam UU No. 18 Tahun 2017. 
Bab III, menjelaskan tentang gambaran umum mengenai 
ketenagakerjaan di Saudi Arabia, yang meliputi pada sub bab pertama 
menerangkan bagaimana gambaran perekonomian serta program penempatan 
TKI di Saudi Arabia. Selanjutnya pada sub bab berikutnya membahas berbagai 
contoh permasalahan yang ada di Saudi Arabia yang meliputi masalah kontrak 
kerja, pelanggaran HAM, serta sistem Kafala yang berlaku di Saudi Arabia.  
Bab IV, pada bab ini merupakan inti dari penelitian yang dilakukan, 
dimana penulis akan menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia 
terhadap TKI terpidana mati di Saudi Arabia yang diantaranya ialah, pada sub 
bab pertama mengenai diplomasi bilateral antara pemerintah Indonesia dengan 




kepada pihak keluarga korban dan dana pembebasan (diyat). Kemudian pada 
sub bab terakhir membahas mengenai pembentukan satuan tugas penanganan 
kasus WNI/TKI di Luar Negeri yang terancam hukuman mati. Dalam hal ini 
akan dianalisis menggunakan teori Siyasah Dauliyah sebagai grand teori dan 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagai teori bantu. 
Bab V, pada bagian bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari 









Masih lemahnya kesepakatan perjanjian yang dibuat pemerintah 
Indonesia dengan pemerintah Saudi Arabia terkait dengan Tenaga Kerja 
Indonesia di Saudi Arabia menjadikan banyaknya kasus eksploitasi terhadap 
Tenaga Kerja Indonesia, bahkan tidak sedikit pula yang terjerat permasalaan 
hukum sampai mendapatkan hukuman pancung di Saudi Arabia. Seperti pada 
kasus Tuty Tursilawati yang tidak bisa diupayakan keselamatan jiwanya oleh 
pihak pemerintah Indonesia. Dan masih banyak lagi kasus lainnya. 
Dilihat dari sudut pandang siyasah dauliyah bisa dikatakan bahwa 
upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap TKI sudah sesuai 
dengan dasar-dasar yang diterapkan di dalam siyasah dauliyah. akan tetapi 
dalam implementasinya memang sedikit kurang maksimal, terutama dalam hal 
kerjasama pembuatan kesepakatan mengenai perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia yang lebih spesifik terkait tenaga kerja yang terkena permasalahan 
hukum. Pemerintah juga dalam menangani permasalahan yang menyangkut 
TKI, baik seputar penempatan ataupun dalam memberikan perlindungan 
keselamatan selalu mengupayakannya melalui cara-cara diplomasi yang 
langsung ditujukan kepada pihak Saudi Arabia dengan komunikasi bilateral. 
Namun hal tersebut belum dapat dibuktikan secara maksimal jika keberadaan 
pasti yang tertuangkan kedalam perjanjian bilateral baik itu berupa agreement 






perlindungan karena disebabkan perbedaan hukum yang diterapkan oleh negara 
Saudi Arabia, dan mengharuskan adanya MoA (Momerandum Of Agreement) 
antara negara Indonesia dan Saudi Arabia. 
Maka untuk permasalahan ini pemerintah sudah tidak bisa lagi 
menunggu keputusan yang akan disetujui oleh pemerintah Saudi Arabia untuk 
mau merealisasikannya dalam bentuk tindakan nyata yang diadakan dalam 
sebuah perjanjian. Namun sayangnya pemerintah sampai saat ini belum juga 
ditemukan solusi yang tepat dalam mengatasi hal tersebut. Penulis menilai 
bahwa kelemahan pemerintah yaitu ketidaktegasannya dalam menagani hal ini. 
Sehingga pemerintah terkesan “menunggu”. 
Upaya perlindungan terhadap TKI ini juga mendorong Indonesia untuk 
memiliki kebijakan dalam realiasi hal tersebut. Undang-Undang Nomor 18 
Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi hukum 
domestik yang mengatur perlindungan terhadap TKI. Namun, pada prosesnya 
belum ada peraturan turunan dari undang–undang tersebut, sehingga badan 
atau lembaga-lembaga terkait yang menangani permasalahan TKI tidak 
mempunyai ruang gerak di dalam menangani proses hukum yang telah berlaku. 
Upaya perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan 
mengeluarkan kebijakan moratorium merupakan sebuah langkah yang tepat. 
Dengan berlandaskan prinsip-prinsip siyasah dauliyah dan sesuai undang-
undang yang berlaku, walaupun pada dasarnya kebijakan moratorium ini tidak 






kebijakan ini setidaknya dapat meminimalisir kasus-kasus yang dapat terjadi 
dikemudian hari. 
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam merubah sistem 
penempatan dibilang cukup tepat, karena menurut penulis hal inilah yang 
menjadi persoalan yang fundemental dalam meminimalisir banyaknya kasus 
eksploitasi hingga menyebabkan hukuman bagi TKI yang bekerja di Saudi 
Arabia. Disamping sesuai dengan prinsip siyasah dauliyah, upaya ini juga 
selaras dengan asas perlindungan yang tercantum pada UU No. 18 Tahun 2017. 
Upaya Pemerintah Indonesia dalam melakukan lobi dengan mengirim 
perwakilan dari pihak Pemerintah RI terhadap pihak keluarga korban ataupun 
kepada pihak Pemerintah Saudi Arabia itu bertujuan untuk mendapatkan 
keadilan di mata hukum. Karena pada dasarnya dalam perlindungan WNI di 
luar negeri, Negara tidak berwenang untuk mengambil alih tanggung jawab 
pidana atau perdata yang berlaku dan tidak pula bertujuan untuk 
mengintervensi hukum di Negara setempat. Hal tersebut sudah tertuang pada 
UU No. 18 Tahun 2017. 
Dengan demikian peran pemerintah dalam memberikan perlindungan 
kepada TKI terpidana mati sudah sesuai dengan dasar-dasar siyasah dauliyah, 
walaupun pada kenyataannya belum berjalan secara maksimal dalam 
implementasinya. Terutama pada lobi politik melalui cara diplomasi bilateral 
yang masih lemah, dan juga karena pemerintah belum seutuhnya 






mati. Menjadi salah satu sebab karena tidak menjadikan kepentingan nasional 
yaitu perlindungan TKI sebagai bahasan yang selalu hangat untuk dibahas. 
B. Saran 
Untuk meningkatkan bargaining possition Indonesia di mata kerajaan 
Saudi, Indonesia setidaknya harus lebih banyak mengirimkan tenaga kerja 
terdidik dan profesional di sektor formal daripada sekedar mengirim TKI di 
sektor domestik atau non-formal ke Saudi. Namun, untuk menanggapi kasus-
kasus yang sudah terjadi, Indonesia perlu mengambil langkah tegas kepada 
Saudi. Tidak cukup hanya sekedar moratorium atau penyampaian nota protes. 
Kiranya pemerintah Indonesia agar selalu melakukan pertemuan 
bilateral dengan Saudi Arabia untuk membahas perlindungan TKI, sebab 
dikhawatirkan kasus hukuman mati akan terulang kembali. Pentingnya masalah 
perlindunga TKI ini, tak perlu lagi diselesaikan dengan penandatanganan MoU, 
tapi harus lebih kepada peraturan yang lebih spesifik dan mengikat terkait 
perlindungan HAM. Pemerintah kedua negara harus bertemu dan melakukan 
Momerandung Of Agreement (MoA). Dengan adanya MoA, nasib TKI di 
negerara penempatan lebih terjamin karena MoA mengatur teknis sebagaimana 
hak dan kewajiban bagi TKI, pembuatan nota kesepakatan TKI, atau MoA 
dengan negara tujuan penempatan TKI. Dengan demikian, pemerintah 
Indonesia dapat memperkuat pengawasan keamanan bagi TKI di Luar Negeri. 
Terkait dalam hal perekrutan dan penempatan TKI sangat 
mempengaruhi faktor terjadinya eksploitasi dan menyebabkan berbagai 






pemerintah harus lebih meningkatkan pengawasan dalam bentuk perlindungan 
yang dilakukan Kementrian Tenaga Kerja pada agen-agen perekrut agar lebih 
profesional lagi dalam merekrut calon TKI yang akan dikirim ke luar negeri, 
dan mendorong buruh migran yang berstatus pekerja non formal didorong 
menjadi pekerja formal. Hal ini dilakukan melalui pembenahan sistem 
pelatihan, penguatan kompetensi dan integritas buruh migran, serta survey 
kebutuhan dari negara penempatan sehingga kompatibel antara yang 
diinginkan dan disediakan. Serta perlu pendekatan budaya untuk penguatan 
budaya mutu dalam bekerja, membangun karakter yang kuat sebagai buruh 
migran, serta memiliki etos kerja dengan berwawasan masa depan sehingga 
tidak selamanya menjadi buruh migran 
Kemudian Kepada WNI dan/atau calon TKI yang akan melakukan 
perjalanan ke Arab Saudi agar terlebih dahulu mengetahui sistem hukum dan 
adat kebiasaan di Arab Saudi. Untuk mengetahui mengenai sistem hukum/adat 
kebiasaan negara tersebut. WNI dapat mengunduh aplikasi Safe Travel dari 
Kementerian Luar Negeri RI dan mendaftarkan perjalanan tersebut untuk 
mendapatkan pemberitahuan mengenai kondisi keamanan, hukum, persyaratan 
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